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Abstrak
“Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan adanya pengaruh dari pemahaman dan
pengetahuan pajak, kesadaran pajak, tarif pajak, sanksi pajak, dan insentif pajak
terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Jombang. Subjek dalam
penelitian ini adalah Wajib Pajak yang merupakan pelaku UMKM di Kabupaten
Jombang. Teknik pengambilan sampel menggunakan simple random sampling
dengan jumlah sampel sebanyak 100, yang diperoleh melalui perhitungan
menggunakan rumus Slovin. Penelitian ini menggunakan teknik analisis SEM
berbasis PLS dengan software SmartPLS 3.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pengetahuan dan pemahaman pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib
pajak UMKM di Kabupaten Jombang. Namun, kesadaran pajak, tarif pajak, sanksi
pajak, dan insentif pajak terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
di Kabupaten Jombang.”

Kata kunci: pengaruh dan pemahaman pajak, kesadaran pajak, tarif pajak, sanksi
pajak, insentif pajak, kepatuhan wajib pajak.

Abstract
This research was conducted with the aim of proving that there is an influence
between tax understanding and knowledge, tax awareness, tax rates, tax sanctions,
and tax incentives on the compliance of MSME taxpayers in Jombang Regency. In
the study, the subjects studied were taxpayers who were MSME actors in Jombang
Regency. Inspecting utilizing straightforward irregular testing strategy of 100
examples got from the consequences of computations utilizing the slovin recipe.
SmartPLS 3.0 software is used in conjunction with PLS-based SEM analysis methods
in this study. According to the findings of this study, MSME taxpayers in Jombang
Regency are not influenced in any way by their tax knowledge or understanding. In the
mean time, charge mindfulness, charge rates, charge endorses, and charge
motivating forces can impact MSME citizen consistence in Jombang Regime.

Keywords : Tax influence and understanding, tax awareness, tax rates, tax sanctions,
tax incentives, taxpayer compliance.

PENDAHULUAN
“Pajak adalah salah satu sumber

penerimaan terbesar bagi negara dari
sektor domestik. Pajak sendiri berfungsi
sebagai sarana pemerintah untuk
meningkatkan pembangunan nasional

yang bertujuan untuk mensejahterakan
rakyat. Salah satu sumber penerimaan
pajak terbesar adalah pajak penghasilan
yang dibayarkan oleh subjek pajak UMKM.
Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2008, UMKM adalah usaha produktif milik
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individu atau badan usaha perorangan
yang memenuhi kriteria tertentu. UMKM
adalah salah satu komponen utama dalam
ekonomi kerakyatan dimana sangat
terpengaruh oleh penyebaran pandemi
Covid 19.”

Diantara efek yang dapat dirasakan
adalah adanya penurunan permintaan,
promosi produk, akses ke bahan baku dan
jumlah tenaga kerja yang masih rendah.
Akibatnya, banyak UMKM yang mengalami
gulung tikar karena mengalami penurunan
tingkat penjualan. Saat ini terjadi, UMKM
akan secara langsung menurunkan tingkat
biaya yang dapat membebani perusahaan.
Salah satu biaya yang diturunkan yaitu
tanggung jawab pajak (Mahendra &
Rachmawati Meita Oktaviani, 2022).

Memenuhi kewajiban pajak adalah
aspek yang sangat penting untuk
mencapai tujuan pendapatan pajak yang
telah ditetapkan. Sikat patuh terhadap
pembayaran pajak berasal dari motivasi
dalam diri sendiri yang mana memiliki efek
langsung terhadap pencapaian target
pendapatan yang ditentukan. Menurut
Wardani dan Wati (2018), kepatuhan wajib
pajak terjadi ketika wajib pajak telah
memenuhi hak-hak perpajakannya dan
menjalankan semua kewajiban yang
terkait.

Tidak sejalan dengan data
perkembangan UMKM Indonesia dan
Kabupaten Jombang dan data realisasi
penerimaan pajak yang mengalami
peningkatan setiap tahunnya. Namun,
berbanding terbalik dengan data tingkat
kepatuhan WP UMKM yang terdapat di
kabupaten Jombang dan terdaftar di KPP
Pratama Jombang selama tahun 2019-
2022.

Gambar 1. Tingkat kepatuhan WP UMKM
Terdaftar di KPP Jombang

Dari tabel tersebut, dapat dilihat
bahwa Kepatuhan wajib pajak UMKM di
Kabupaten Jombang dalam menjalankan
kewajiban perpajaknnya tergolong terlalu
rendah. Selain itu kepatuhan wajib pajak
UMKM juga mengalami penurunan

meskipun jumlah WP UMKM terdaftar
mengalami kenaikan setiap tahunnya.

“Berdasarkan hal tersebut,
menunjukkan adanya permasalahan
terkait dengan berbagai faktor yang
berpengaruh terhadap rendahnya tingkat
kepatuhan pajak di kalangan UMKM.
Sesuai dengan data yang dirilis oleh
Direktorat Jenderal Pajak, kepatuhan pajak
di sektor UMKM masih tergolong rendah.
Dari total 67 juta UMKM, namun sekitar 2,3
juta saja yang tercatat sebagai pembayar
pajak. Bahkan dari jumlah tersebut, tidak
semua membayar pajak secara teratur,
hanya sekitar setengahnya yang konsisten,
dan itu pun mungkin masih kurang (Hestu
Yoga Saksama dalam Nurhidayah, 2021).”

Kepatuhan pembayaran pajak
dipengaruhi tingkat pemahaman wajib
pajak tentang peran dan tanggung jawab
mereka dalam sistem perpajakan, serta
penghargaan mereka terhadap otoritas
pajak dan kepatuhan terhadap aturan
pajak. Tingkat kesadaran ini menunjukkan
seberapa baik wajib pajak memahami
pentingnya pajak bagi diri mereka sendiri.
Studi yang telah dilakukan oleh (Saraswati,
2018) mendapatkan adanya hubungan
antara kesadaran pajak dan kepatuhan
pajak di kalangan UMKM, sementara itu
penelitian oleh (Adiyanti, 2023) didapatkan
hasil yang berbeda, di mana kesadaran
pajak tidak berdampak secara signifikan
terhadap kepatuhan pajak.

“Tarif pajak merupakan persentase
yang diterapkan untuk menentukan jumlah
pajak yang wajib dibayar oleh individu,
yang didasarkan pada prinsip keadilan dan
peraturan perundang-undangan. (Zulma,
2020) berpendapat bahwa penetapan tarif
pajak mempertimbangkan kelangsungan
bisnis para wajib pajak, terutama bagi
UMKM yang seringkali tengah dalam fase
pertumbuhan dengan situasi keuangan
yang tidak stabil, sehingga biaya yang
ditetapkan tidak seharusnya membebani
dan harus mencapai hasil yang optimal
dengan berlandaskan pada keadilan, maka
biayanya tidak diperbolehkan
membebankan dan perolehan optimal
serta bedasar keadilan. Namun, penelitian
yang dilakukan oleh Cahyani dan Noviari
(2019) menemukan bahwa tarif pajak
memiliki dampak positif terhadap tingkat
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kepatuhan wajib pajak UMKM. Sebaliknya,
penelitian yang dilakukan oleh
Machmudah dan rekan (Machmudah et al.,
2020) menjumpai jika tarif pajak tidak
berdampak positif terhadap kepatuhan
pembayaran pajak UMKM.”

“Sanksi perpajakan adalah hukuman
yang dikenakan kepada wajib pajak karena
tidak mematuhi peraturan perpajakan yang
berlaku. Tujuan dari sanksi ini adalah
untuk meningkatkan kesadaran wajib
pajak agar memenuhi kewajiban pajaknya.
Sanksi pajak yang nyata dapat mendorong
UMKM untuk patuh dalam membayar
pajak. Menurut studi yang dilakukan oleh
Dewi et al. (2020), penerapan sanksi pajak
dapat meningkatkan kepatuhan wajib
pajak. Namun, hasil berbeda ditemukan
oleh Machfiroh et al. (2020) yang
menyatakan bahwa sanksi pajak tidak
berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak
di sektor UMKM. Oleh karena itu, dapat
disimpulkan bahwa kebijakan sanksi pajak
yang diterapkan pemerintah belum
sepenuhnya efektif dalam meningkatkan
kepatuhan pajak di kalangan pelaku
UMKM.”

“Fasilitas insentif pajak yang
disediakan pemerintah bertujuan untuk
mengurangi jumlah pajak yang perlu
dibayar oleh para pembayar pajak. Selama
periode pandemi Covid-19, keputusan
mengenai insentif pajak telah berhasil
memangkas beban pajak bagi pembayar
pajak dengan adanya skema pajak yang
ditanggung pemerintah (DTP).
Berdasarkan penelitian Nuskha et al.
(2021), insentif pajak memiliki pengaruh
positif terhadap kepatuhan wajib pajak
dalam melaporkan SPT mereka. Namun,
temuan ini berbeda dengan hasil penelitian
Dewi et al. (2020), yang menyatakan
bahwa insentif pajak tidak memiliki
dampak signifikan terhadap kepatuhan
wajib pajak di kalangan UMKM.”

Theory of Planned Behavior yang
dikemukakan oleh (Ajzen, 1991) adalah
sebuah teori yang menguraikan
bagaimana keyakinan seseorang dapat
memprediksi kontrol mereka terhadap
perilaku yang akan datang. Teori ini
berguna untuk memahami bagaimana
wajib pajak bertindak dalam memenuhi
tanggung jawab perpajakannya. Dengan

pemahaman dan keyakinan yang jelas
mengenai manfaat yang akan diperoleh,
wajib pajak akan terdorong untuk
bertindak sesuai dengan kewajiban
mereka. Selain itu, teori ini membedakan
orang yang memiliki keinginan kuat untuk
bertindak dengan orang yang tidak
melakukannya melalui tiga komponen
utama: keyakinan terhadap perilaku,
keyakinan normatif, dan keyakinan kontrol.
“Komponen-komponen ini saling
berinteraksi untuk membentuk sikap,
norma subjektif, dan persepsi kontrol
perilaku, yang secara keseluruhan
menentukan niat seseorang untuk
melakukan atau tidak melakukan suatu
tindakan.”

“Memiliki pemahaman yang
mendalam tentang perpajakan merupakan
kunci bagi setiap wajib pajak. Menurut Sari
dan Sulistyowati (2020), dengan
pengetahuan pajak yang lebih luas,
seorang wajib pajak bisa lebih tepat dalam
bertindak sesuai dengan hukum pajak
yang berlaku. Ini sesuai dengan Theory of
Planned Behaviour (TPB) (Ajzen, 1991)
yang mengemukakan jika tindakan
seseorang ditentukan berdasarkan niat
mereka, dan dalam konteks ini,
Pemahaman dan pengetahuan pajak yang
dimiliki oleh wajib pajak mencerminkan
niat mereka untuk memenuhi tanggung
jawab pajak. Hal ini juga berhubungan
dengan keyakinan perilaku, di mana
tingkat pemahaman wajib pajak
mempengaruhi tingkat kepatuhan mereka
terhadap peraturan pajak. Semakin tinggi
pemahaman yang dimiliki wajib pajak,
semakin besar kemungkinan mereka
untuk memenuhi kewajiban pajak mereka
(Indrawan & Binekas, 2018).”

“H1: Terdapat pengaruh pengetahuan dan
pemahaman pajak terhadap kepatuhan
wajib pajak UMKM di kabupaten
Jombang.”

Kesadaran pajak dapat dipahami
sebagai keadaan di mana individu yang
memiliki kewajiban pajak sadar akan
pentingnya pajak, mengakui tanggung
jawab mereka dalam membayar pajak,
menghormati otoritas pajak, serta
mematuhi regulasi perpajakan yang
berlaku. Penting bagi wajib pajak untuk
memiliki kesadaran pajak ini untuk
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membantu mereka memahami dan
mengetahui lebih dalam tentang
perpajakan maka diharapkan dapat
menaikkan kepatuhan mereka untuk
membayar pajak. Theory of Planned
Behaviour (TPB) (Ajzen, 1991) yang
mengemukakan jika tindakan seseorang
ditentukan oleh niat mereka untuk
bertindak, yang dalam konteks pajak,
berarti bahwa tanggung jawab akan wajib
pajak dalam memenuhi kewajiban pajak
mereka adalah manifestasi dari niat
tersebut dan terkait dengan keyakinan
perilaku yang membuktikan bahwa tingkat
kesadaran pajak berdampak pada tingkat
kepatuhan pajak.
H2: Terdapat pengaruh kesadaran pajak
terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di
kabupaten Jombang.

“Tarif pajak adalah persentase yang
diterapkan untuk menetapkan jumlah
pajak yang wajib dibayar oleh individu,
sesuai dengan prinsip keadilan dan
peraturan hukum yang ada.” Theory of
Planned Behaviour (TPB) (Ajzen, 1991)
berkontribusi dalam menetapkan tarif
pajak yang harus disetorkan oleh
pembayar pajak, yang mana besarnya
tergantung pada tingkat kewajiban yang
dimiliki oleh pembayar pajak terhadap
negaranya, sehingga semakin banyak
kewajiban, semakin besar pula pajak yang
mesti dibayar ke pemerintah. Konsep
control belief menjelaskan bahwa
keyakinan seseorang dalam bertindak
dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung
atau penghambat, serta persepsi tentang
seberapa signifikan faktor-faktor tersebut
mempengaruhi perilakunya. Dalam
konteks ini, diasumsikan bahwa control
belief memiliki hubungan dengan tarif
pajak, di mana tarif pajak yang lebih tinggi
dapat menghalangi kepatuhan pembayar
pajak dalam memenuhi tanggung jawab
perpajakannya.
H3: Terdapat pengaruh tarif pajak terhadap
kepatuhan wajib pajak UMKM di
kabupaten Jombang.

“Sanksi pajak adalah tindakan untuk
memberikan efek jera kepada wajib pajak
yang tidak mematuhi hukum perpajakan
yang berlaku. Tujuan penerapan sanksi ini
adalah untuk meningkatkan kepatuhan
wajib pajak dalam menjalankan kewajiban

perpajakannya. Khususnya bagi wajib
pajak UMKM, sanksi yang tegas
diharapkan dapat mendorong mereka
untuk lebih disiplin dalam membayar pajak.
Berdasarkan Theory of Planned Behaviour
(TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen
(1991), perilaku seseorang dipengaruhi
oleh niatnya. Dalam konteks ini, keyakinan
tentang kontrol atas sanksi pajak dapat
mempengaruhi wajib pajak. Jika wajib
pajak memahami sistem perpajakan dan
konsekuensi dari penghindaran pajak,
mereka lebih cenderung patuh maka
diharapkan akan muncul kesadaran untuk
mematuhi kewajiban pajak tersebut.”

H4: Terdapat pengaruh saksi pajak
terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di
kabupaten Jombang.

Fasilitas insentif pajak disediakan
oleh pemerintah sebagai upaya untuk
menurunkan jumlah pajak yang wajib
dibayar oleh para pembayar pajak.
Menurut Theory of Planned Behaviour
(TPB) yang dikemukakan oleh (Ajzen,
1991), tindakan seseorang dipengaruhi
oleh keinginannya. Peneliti menganggap
bahwa keyakinan normatif terkait dengan
insentif pajak dapat memotivasi pembayar
pajak untuk memiliki keinginan menjadi
patuh dalam membayar pajak, khususnya
ketika insentif yang diberikan dirasa
menguntungkan bagi mereka.
“H5: Terdapat pengaruh insentif pajak
terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di
kabupaten Jombang.”

Gambar 2. Kerangka Pemikiran

METODE
“Penelitian ini menggunakan

pendekatan kuantitatif untuk
mengumpulkan data primer. Fokus
penelitian difokuskan pada pemahaman
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dan pengetahuan tentang perpajakan,
kesadaran akan pajak, sanksi pajak, tarif
pajak, dan insentif pajak di antara wajib
pajak UMKM di Kabupaten Jombang. Data
dikumpulkan melalui survei kuisioner
dengan populasi sejumlah 229.273 pelaku
UMKM. Sampel dipilih menggunakan
teknik probability sampling dengan
metode simple random sampling dan
formula slovin, yang menghasilkan 100
sampel yang representatif.”

(Sugiyono, 2018:126)

Perhitungan :

dibulatkan menjadi 100

Penelitian ini mendefinisikan variabel
operasional sebagai berikut: Proses
pengetahuan dan pemahaman perpajakan
adalah metode yang digunakan oleh wajib
pajak untuk mengetahui aspek-aspek
perpajakan dan menerapkan pengetahuan
tersebut dalam pembayaran pajak.
Variabel ini diukur melalui indikator-
indikator pengetahuan Khasanah dalam
(Yulianti & Kurniawan, 2019) dan
pemahaman (As’ari, 2018) yaitu: 1.)
Memiliki pemahaman tentang prinsip-
prinsip dasar dan prosedur dalam
perpajakan. 2.) Mengetahui peran dari
pembayaran dalam sistem keuangan. 3.)
Mengerti struktur dan mekanisme
perpajakan yang berlaku di Indonesia. 4.)
Mampu melakukan perhitungan atas pajak
penghasilan yang harus dibayarkan serta
mengetahui proses pembayarannya. 5.)
Menyadari pentingnya pajak dan
bagaimana sistem perpajakan beroperasi
di Indonesia. 6.) Menguasai teknik

pengisian dan pengajuan Surat
Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Kesadaran Pajak dapat diartikan
sebagai kondisi di mana seseorang
memiliki pengetahuan dan pemahaman
tentang kewajiban pajaknya, serta
memiliki kemauan untuk memenuhi
kewajiban tersebut dengan sukarela,
termasuk berkontribusi pada pendanaan
fungsi-fungsi pemerintah melalui
pembayaran pajak yang tepat,
sebagaimana dijelaskan oleh Yuliasti
dalam (Segara, 2021). Rahmanto dalam
(Azmi, 2019) menyatakan bahwa variabel
Kesadaran Pajak dapat diukur melalui
indikator-indikator berikut: 1.) Membayar
pajak atas dasar kesadaran pribadi; 2.)
Secara sukarela dan dengan senang hati
membayar pajak serta melaporkan Surat
Pemberitahuan Tahunan (SPT); 3.) Secara
sadar memilih untuk membayar pajak
tepat pada waktunya; 4.) Memiliki
kesadaran bahwa apabila tidak melakukan
pembayaran pajak sesuai dengan jumlah
yang seharusnya dapat merugikan negara
secara signifikan.

“Tarif pajak adalah tingkat
persentase yang menjadi dasar dalam
menghitung jumlah pajak yang harus
dibayarkan oleh para pembayar pajak.”
Menurut penelitian Huda yang dikutip oleh
Ningsih et al. (2022), terdapat beberapa
indikator yang mengukur dampak tarif
pajak, antara lain: 1.) Tarif pajak yang
berlebihan berpotensi memicu tindakan
penghindaran pajak. 2.) Pengurangan tarif
pajak dapat memotivasi kepatuhan dalam
pembayaran pajak. 3.) Daya bayar pajak
dipengaruhi oleh tarif yang ditetapkan. 4.)
Tingkat kesadaran dalam membayar pajak
tidak secara langsung dipengaruhi oleh
besaran biaya pajak.

Sanksi perpajakan merupakan aksi
yang bersifat mengikat dan dapat
diberlakukan sebagai respons terhadap
pelanggaran atau kegagalan dalam
melakukan tindakan yang telah ditentukan
oleh hukum, seperti yang dijelaskan oleh
Kelsen (2008:123). Menurut Adam Smith,
sebagaimana dikutip oleh Siti Kurnia
Rahayu (2010:63), terdapat beberapa
kriteria dalam pemberian sanksi pajak,
yaitu: 1.) Kejelasan dalam sanksi yang
dikenakan kepada pembayar pajak; 2.)
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Ketegasan tanpa kompromi dalam
penerapan sanksi; 3.) proporsionalitas
sanksi yang diberikan; 4.) sanksi harus
efektif dalam memberikan efek
pembelajaran atau pencegahan.

“Fasilitas insentif pajak disediakan
oleh pemerintah untuk mengurangi jumlah
pajak yang perlu dibayar oleh para
pembayar pajak. Variabel ini diukur
menggunakan sejumlah indikator yang
telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor
9/PMK.03/2021, yang meliputi: 1.)
profitabilitas dari insentif pajak PPh Final
DTP; 2.) dampak kontribusi insentif pajak
terhadap keuntungan ekonomi; 3.) peran
insentif pajak dalam meningkatkan
kepatuhan pembayar pajak.”

“Dalam penelitian ini, menggunakan
metode Structural Equation Modeling
(SEM) dengan teknik Partial Least Square
(PLS) yang diimplementasikan melalui
perangkat lunak SmartPLS 3.0. Analisis
terdiri dari dua bagian utama: uji model
eksternal dan uji model internal. Uji model
eksternal mengukur validitas konvergen
dengan kriteria bahwa nilai loading model
eksternal harus >0,7 dan nilai Average
Variance Extracted (AVE) >0,05.
Sementara itu, validitas diskriminan diuji
untuk memastikan bahwa variabel yang
diukur adalah unik dan dapat dibedakan
satu sama lain, yang ditentukan melalui
pemeriksaan nilai cross loading. Nilai
cross loading yang dapat diterima adalah
> 0,7 untuk setiap variabel (Ghazali &

Latan, 2015). Reliabilitas komposit (uji
keandalan) dievaluasi dengan
menggunakan composite reliability dan
Cronbach's alpha. Nilai dari keduanya
diinterpretasikan sama yaitu >0,70 untuk
confirmatory. Sedangkan untuk
exploratory jika menggunakan cronbach
alpha adalah >0,60 dan exploratory jika
menggunakan composite reliability adalah
>0,60-0,70 (Sholihin & Ratmono, 2013:16).

Pada tahap kedua, uji struktural/internal
model dilakukan untuk memahami terkait
apakah ada atau tidak adanya dampak
antar variabel antara konstruk-konstruk.
Pada tahap ini, nilai R-Square dan F-Square
dapat digunakan untuk mengukur
pengaruh ini.”

Selanjutnya dilakukan uji hipotesis

dengan memperhatikan dengan
memperhatikan nilai path coefficient serta
signifikasi p-value. Nilai path coefficient
memiliki rentang dari -1 hingga +1. Jika
nilai path adalah -1 menunjukkan bahwa
adanya korelasi negatif, sedangkan 0
menandakan tidak adanya korelasi, dan
nilai +1 mengindikasikan hubungan positif.
Nilai signifikasi, nilai p-value dengan alpha
5% atau <0,05. Apabila nilai p-value <0,05
maka hipotesis (Ha) dinyatakan
signifikan/diterima.

HASIL DAN PEMBAHASAN
“Metode yang digunakan adalah SEM

-PLS untuk analisis data, Dengan
memanfaatkan perangkat lunak SmartPLS
3.0 untuk menguji hipotesis, analisis data
terdiri dari dua tahap utama, yaitu model
luar (outer model) dan model dalam (inner
model).”

Uji convergent validity, syarat
convergent validity untuk konstruk reflektif,
yaitu nilai outer loading >0,7. Apabila
hubungan antar variabel yang diuji
mempunyai nilai outer loading >0,7 maka
dinyatakan valid.

Gambar 3. Nilai outer loading
Pada gambar 3 menunjukkan bahwa pada
setiap indikator adalah data yang telah
dinyatakan valid karena mempunyai nilai
outer loading >0,7.

“Dalam uji validitas diskriminan,
sebuah persyaratan yang harus terpenuhi
adalah bahwa nilai cross loading ke
konstruk variabel harus lebih tinggi
daripada ke konstruk lain, di mana nilai
cross loading yang diharapkan adalah >
0,7 untuk mengindikasikan hasil yang
valid.”
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Gambar 4. Nilai cross loading

Gambar 5. Nilai AVE
Gambar 4 mengungkapkan bahwa nilai
cross loading untuk konstruk variabel
tertentu lebih tinggi dibandingkan dengan
konstruk lain, menandakan bahwa variabel
-variabel tersebut memiliki discriminant
validity yang memadai. Di sisi lain, Gambar
5 menunjukkan bahwa nilai AVE setiap
variabel lebih tinggi daripada hubungan
antar konstruk, yang mengindikasikan
kevalidan variabel.

Uji Composite Realibility, kriteria
pengukuran composite reliability adalah
ketika nilai composite reliability > 0,7.
Artinya konstruk tersebut mempunyai
reliabilitas yang tinggi.

Gambar 6. Nilai composite realiability

Dari gambar 6 menunjukkan jika
semua variabel mempunyai nilai
composite realibility > 0,7. Hal ini dapat
diartikan bahwa setiap variabel
mempunyai nilai realibilitas yang tinggi
dan dapat dikatakan reliabel untuk
dianalisis lebih lanjut.

“Dalam penelitian ini, uji model
dalam menggunakan dua kriteria
pengukuran, yakni: 1.) Koefisien
determinasi (R-square). Dengan nilai
sebesar 0,75 dianggap kuat; 0,50 dianggap
sebagai moderat; dan 0,25 dianggap
lemah untuk setiap variabel laten endogen
dalam model struktural.”

Gambar 7. Nilai pengujian R-Square
Tabel nilai R-Square membuktikan

angka 0,822 untuk kepatuhan wajib pajak.
Angka ini menggambarkan bahwa sekitar
0,822% dari variabilitas dalam kepatuhan
wajib pajak dapat dijabarkan oleh variabel
independen. Variabel-variabel tersebut
meliputi pengetahuan tentang pajak,
kesadaran akan kewajiban membayar
pajak, besaran tarif pajak, adanya sanksi
pajak, dan pemberian insentif pajak.

2.) Effect size (F-square) pada
kriteria ini mempunyai interpretasi yaitu
prediktor variabel laten mempunyai
pengaruh yang kecil yaitu sebesar 0,02;
menengah sebesar 0,15; ataupun besar
sebesar 0,35.

Gambar 8. Nilai pengujian F-Square
Berdasarkan nilai f-square pada

gambar 8 diatas, maka hasil yang
didapatkan yaitu :

“Pengaruh pengetahuan dan
pemahaman pajak (X1) terhadap
kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki nilai f-
square sebesar 0,038. Hal tersebut
menujukkan bahwa hipotesis ini
mempunyai effect size yang
sedang/menengah.”

“Pengaruh kesadaran pajak (X2)
terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)
mempunyai nilai f-square sebesar 0,304.
Hal tersebut menujukkan bahwa hipotesis
ini mempunyai effect size yang besar.”

Pengaruh tarif pajak (X3) terhadap
kepatuhan wajib pajak (Y) mempunyai nilai
f-square sebesar 0,094. Hal tersebut
menujukkan bahwa hipotesis ini
mempunyai effect size yang
sedang/menengah.

Pengaruh sanksi pajak (X4) terhadap
kepatuhan wajib pajak (Y) mempunyai nilai
f-square sebesar 0,136. Hal tersebut
menujukkan bahwa hipotesis ini
mempunyai effect size yang
sedang/menengah.
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Pengaruh insentif pajak (X5)
terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)
mempunyai nilai f-square sebesar 0,054.
Hal tersebut menujukkan bahwa hipotesis
ini mempunyai effect size yang
sedang/menengah.

Dalam penelitian ini, uji hipotesis
dijalankan dengan mengevaluasi nilai p-
value. Standar yang ditetapkan untuk
pengujian ini adalah p-value harus > 0,05
agar hipotesis dapat diterima. Sebaliknya,
jika p-value melebihi 0,05, maka hipotesis
tersebut dianggap tidak memiliki
signifikansi statistik dan ditolak.

Menurut hasil pengujian diatas,
maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu:

“Hipotesis pertama (H1) memiliki
nilai p-value sebesar 0,133, sehingga H1
ditolak. Ini menunjukkan bahwa tidak ada
hubungan yang signifikan antara tingkat
pengetahuan dan tingkat kepatuhan dalam
membayar pajak. Meskipun responden
menunjukkan tingkat pengetahuan yang
relatif tinggi, hal ini tidak secara langsung
meningkatkan kepatuhan mereka dalam
perpajakan. Data penelitian mendukung
temuan ini, membuktikan bahwa
pengetahuan pajak yang dimiliki tidak
secara langsung mempengaruhi perilaku
kepatuhan pajak.”

“Pada penelitian ini, Theory Of
Planned Behaviour tidak dapat dibuktikan
dan didukung. Hal ini dikarenakan menurut
Theory Of Planned Behaviour diasumsikan
bahwa perilaku seseorang dipengaruhi
oleh keinginannya untuk melakukan
tindakan tertentu. Namun dalam penelitian
ini faktor-faktor seperti sikap (Behavioral
belief), norma subjektif (Normatif belief),
dan kontrol perilaku (Control beliefs) yang
seharusnya mempengaruhi keinginan
seseorang, ternyata tidak mempengaruhi

kepatuhan perpajakan responden. Temuan
ini sesuai dengan penelitian yang
dilakukan oleh Permatasari (2022) dan
Muslimin (2023), yang menunjukkan
bahwa pemahaman dan pengetahuan
tidak berpengaruh secara signifikan
terhadap kepatuhan pajak.”

“Hipotesis kedua (H2) menunjukkan
nilai p-values sebesar 0,000
mengindikasikan bahwa hipotesis tersebut
dapat diterima. Ini menunjukkan adanya
dampak yang signifikan dari kesadaran
pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
Penelitian ini mengungkapkan bahwa para
wajib pajak UMKM sangat menyadari
pentingnya mematuhi peraturan pajak.
Tingkat kesadaran yang lebih tinggi pada
wajib pajak berkontribusi pada
pemahaman yang lebih baik tentang
kewajiban perpajakan, yang pada
gilirannya meningkatkan kepatuhan dalam
membayar pajak. Pernyataan tersebut
didukung dengan adanya data yang telah
diperoleh peneliti, dimana kepatuhan yang
dimiliki responden sejalan dengan
kesadaran yang dimilikinya.”

“Dalam studi ini Theory of planned
behaviour dapat dibuktikan dan didukung.
Dimana ini berkaitan dengan behavioral
beliefs yang didukung oleh kondisi di
mana wajib pajak memahami fungsi pajak,
mengakui dan menghormati kewajiban
pajak, serta mematuhi peraturan
perpajakan. Hasil ini sejalan dengan
penelitian yang dilakukan oleh Saraswati
(2018), yang juga mengindikasikan bahwa
kesadaran pajak berkontribusi positif
terhadap kepatuhan pajak di antara pelaku
UMKM.”

“Hipotesis ketigaa (H3) menunjukkan
nilai p-values 0,017 mengindikasikan
bahwa hipotesis tersebut dapat diterima.
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa
tarif pajak memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap tingkat kepatuhan
wajib pajak. Temuan ini menegaskan
bahwa tingkat kepatuhan pajak di
kalangan pelaku UMKM dipengaruhi oleh
tarif yang ditetapkan oleh pemerintah.
Pada penelitian ini, Theory of planned
behaviour dapat dibuktikan dan didukung.
Hal tersebut berkaitan dengan control
belief yang mengemukakan jika perilaku
seseorang akan dipengaruhi oleh berbagai
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faktor pendukung atau penghambat, serta
persepsi individu terhadap kekuatan faktor
-faktor tersebut dalam mempengaruhi
perilakunya.”

“Dalam hal ini peneliti berasumsi
bahwa control belief berkaitan dengan
tarif pajak, dimana semakin tinggi biaya
pajak yang diberlakukan akan
menghambat terjadinya kepatuhan wajib
pajak dalam melakukan kewajiban
perpajakan yang dimilikinya. Pernyataan
tersebut didukung dengan adanya data
yang telah diperoleh peneliti, dimana
kepatuhan yang dimiliki responden sejalan
dengan besaran tarif pajak yang
ditentukan oleh pemerintah. Temuan ini
sejalan dengan hasil penelitian yang
dilakukan oleh Cahyani & Noviari (2019),
yang juga menyimpulkan bahwa tarif pajak
memiliki pengaruh positif terhadap
kepatuhan pajak di antara pelaku UMKM.”

“"Hipotesis keempat (H4) memiliki
nilai p-value sebesar 0,001, menunjukkan
bahwa hipotesis tersebut signifikan. Oleh
karena itu, dapat disimpulkan bahwa
sanksi pajak memiliki dampak yang
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Temuan ini mengindikasikan bahwa
penerapan sanksi dapat memengaruhi
tingkat kepatuhan dan meningkatkan
kesadaran wajib pajak, khususnya di
kalangan UMKM. Hal ini disebabkan oleh
efektivitas sanksi pajak yang tegas, yang
mendorong wajib pajak UMKM untuk
patuh dalam pembayaran pajak.””

“Teori tindakan yang direncanakan
dapat dibuktikan dan didukung dalam
penelitian ini. Ini terkait dengan keyakinan
kontrol bahwa jika wajib pajak mengetahui
dan memahami sistem pajak, mereka
akan menjadi sadar akan pajak dan
konsekuensi dari menghindari pajak.
Dengan demikian, mereka akan memenuhi
kewajiban perpajakannya. Studi
sebelumnya (Dewi et al., 2020)
menemukan bahwa sanksi pajak
meningkatkan kepatuhan selama pandemi
Covid-19. Namun, studi lain (Machfiroh et
al., 2020) membuktikan jika sanksi pajak
tidak memiliki dampak yang signifikan
terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.”

Hal ini membuktikan jika kepatuhan
wajib pajak dipengaruhi secara signifikan
oleh insentif pajak. Hasil ini menunjukkan

bahwa insentif pemerintah berhasil
mendorong wajib pajak UMKM untuk
melaporkan pajak mereka dengan lebih
baik. Teori tindakan yang direncanakan
dapat dibuktikan dan didukung dalam
penelitian ini. Hal ini terkait dengan
kepercayaan normatif, yang berarti bahwa
wajib pajak akan berniat untuk membayar
pajak jika mereka diberi insentif pajak
yang menguntungkan. Penelitian ini
mendukung temuan sebelumnya (Nuskha
et al., 2021) yang menunjukkan jika
insentif pajak dapat meningkatkan
kepatuhan wajib pajak terhadap SPT.
SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian dapat ditarik
kesimpulan jika pengetahuan dan
pemahaman pajak tidak memiliki
pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
UMKM di Kabupaten Jombang. Hal
tersebut dikarenakan tidak adanya
pengaruh antara perilaku individu terhadap
niat individu dalam melakukan perilaku
tertentu.

Kepatuhan pembayar pajak UMKM di
Kabupaten Jombang dipengaruhi oleh
tingkat kesadaran mereka terhadap pajak.
Kesadaran ini akan berkembang ketika
pembayar pajak memahami peran pajak,
menyadari tanggung jawab mereka,
menghormati pihak yang mengumpulkan
pajak, dan mengikuti aturan perpajakan
yang berlaku.

“Tarif pajak memengaruhi tingkat
kepatuhan wajib pajak UMKM di
Kabupaten Jombang. Hal ini terjadi karena
adanya korelasi antara keyakinan dalam
perilaku, yang muncul ketika ada faktor-
faktor yang mendukung atau menghambat
perilaku, serta persepsi individu tentang
sejauh mana faktor-faktor tersebut
memengaruhi perilaku mereka.”

Sanksi pajak berdampak pada
kepatuhan wajib pajak UMKM di
Kabupaten Jombang. Hal ini terjadi
apabila wajib pajak sudah mengetahui dan
memahami terkait sistem perpajakan
maka akan menyadari mengenai pajak
serta konsekuensi yang timbul berupa
sanksi akibat penghindaran pajak.

“Pemberian insentif pajak memiliki
pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
UMKM di Kabupaten Jombang. Ini
disebabkan oleh manfaat insentif pajak
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yang diberikan kepada wajib pajak, maka
muncul niat atau keinginan untuk patuh
pajak. Sehingga muncul pula keinginan
untuk patuh terhadap administrasi
perpajakan.”
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